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BIDANG HUKUM KEPERDATAAN 

Mengikuti perkembangan dan perekonom1an yang modern. adanya 
pengangkutan merupakan salah satu sarana yang cukup penbng dalam menuniang 
pelaksanaan transportas1 

Sungguhpun pengangkutan berkembang dengan pesat namun d1Jumpai juga 
beberapa hambatan ataupun masalah yang d1rasakan baik oleh perusahaan 
pengangkutan maupun para pengguna jasa pengangkutan itu send1ri. Hal ini timbul 
lebih banyak disebabkan oleh belum sempurnanya perundang-undangan yang 
mengatur mengena1 pengangkutan 1ni. sehingga keadaan dem1klan menyebabkan 
hdak terdapatnya kepastian hukum bag1 para p1hak yang mengadakan perianJ1an 
pengangkutan irn. Tetap1 karena pengangkutan merupakan perjanJian d1mana tit1k 
tolak hukum perjanjian adalah diatur dalam KUH Perdata yang berlaku d1 Indonesia, 
maka tidak terlepas dari peranan Buku Ill KUH Perdata tersebut 

Bahwa semua perianiian yang d1buat secara syah adalah meng1kat bagi para 
pihak yang membuatnya Hal 1m merupakan tuntutan kepastian hukum, sedang dilain 
J)lhak hukum rtu harus dilaksanakan dengan ilikad ba1k. Apabda karena kelala1an 
p1hak yang wajib melakukan prestasi telah melakukan wanprestas1 ini mempunyai 
akibat hukum. 

Permasalahan yang diajukan dalam pembahasan skrips1 ini adalah 
1. SeJauh mana pertanggung-jawaban yang dapat d1berikan ofeh pihak perusahaan 

pengangkutan jika timbul kerug1an karena wanprestas1 yang d1perbuat 
2. Bagaimana kedudukan para pihak atau se1auh mana pertanggung-jawaban para 

p1hak Jika tel)ad1 overmacht dalam perjanj1an pengangkutan yang mereka 
perbuat 

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan maka d1ketahu1 
1. Pertanggung-jawaban yang dapat dibenkan oleh perusahaan pengangkutan 

kargo jika timbul kerugian karena kelalatan atau kesengaiaan yang diperbuat 
oleh perusahaan rtu sendin atas barang yang d1angkutnya adalah dengan cara 
memberikan ganli rugi atas kerug1an yang d1alam1 s1 penginm. Ganti rugi adalah 
penggantian kerugian yang harus dibayar oleh pihak pengangkut kepada p1hak 
yang dirugikan (peng1r1m atau penerima barang) terhadap musnah atau rusaknya 
barang yang diangkut dengan kargo tersebut, yang dihitung berdasarkan atas 
kerugian yang nyata pada saat d1tenmanya barang (d1ketahu1nya kerusakan atau 
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kemusnahan barang. 
2. Bahwa pihak yang berkewajiban mengganli kerugian terfladap musnah atau 

rusaknya barang yang diangkut dengan kargo, adalah pihak pengangkut, 
sepan1ang kerusakan atau kemusnahan barang rtu adalah merupakan akibat 
langsung dari kesalahan atau kelala1an pihaknya Dan apabila pengangkut dapat 
membuktJkan bahwa kerusakan atau kemusnahan barang rtu terjadi di luar 
kemampuannya (force majeure) maka pengangkut d1bebaskan dari kewajiban 
untuk membayar gantl rugi. 

3. Bahwa kewajiban p1hak pengangkut untuk mengganll kerugian terhadap rusak 
atau musnahnya barang dldalam pel)anjian pengangkutan barang dengan kargo, 
hanya sepanjang kemusnahan atau kerusakan barang rtu d1akibatkanoleh 
kesalahan atau kelala1annya. 

4. Bahwa di dalam prakteknya, penye!esaian ganti rugi pada umumnya 
dilaksanakan I diselesaikan melalui musyawarah antara pihak-pihak yang terl1bat 
dalam pengangkutan 1tu send1ri, baik pengirim. penerima dan JUQa pengangkut 
send1n 

5 Perjan1ian pengangkutan adalah sebuah pe1Jan11an campuran oleh karena 
pel)an11an pengangkutan mem1hk1 unsur-unsur melakukan pekel)aan (pelayanan 
berkala), unsur penyimpanan, karena pengangkut berkewajlban untuk 
menyelenggarakan penggangkutan dan peny1mpanan barang-barang yang 
diserahkan kepadanya unluk diangkut dan juga unsur pembenan kuasa. 
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